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TI SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 217 TATIUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana
hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat
Tahun 2o24 yang sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernltr, Bupati, dan Walikota yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.
OS / 2OL7 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, perlu
menunjuk bank yang memenuhi syarat sebagai
penyimpan dana hibah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi
Pemilihan umum Nomor L373 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana
Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
pada Komisi Pemilihan [Jmum Kabupaten Sumbawa
Barat, perlu menetapkan Bank Penampung Dana Hibah
berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi Bank Penampung
Dana Hibah;

c. bahwa Tim Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan
Tahun 2o24 telah melakukan penilaian terhadap Bank
Penarnpung Dana Hibah yang hasilnya dituangkan
kedalam Berita Acara Nomor: 322/I{J.O7-BA/52OT 12A23
tentang Flasil Seleksi Bank Fenampung Hibah Femilihan Bup'ti danWakl
Ehrpati Sumhavra Barat Ttrhun 2A24;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah
Penyelenggaraan PemiUhan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa
Barat Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 7, ?ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2Ol9 {Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistern
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nornor 87, Tarnbahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6a85);

2. Undang-Undang Nomor 1 Thhun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tr,n:tang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota me4jadi Undang-Undang

flrmbaran Negara Republik Lrdonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tamhhan
kmbaran Negara Republik hrdonesia Nomor 5556) se@gaimana telah
beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahrin
2O2O tentarry Ferretapn Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2O trlntang Perubalran Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Femerintah Fengganti
Undang-Undans Nqmor 1 Tahun 2Ol4 tentaog Pemflihan Qqberrurr,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

firmbaran Negara Republik Lrdonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Irmbaran Nqara Republik hrdonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.O5/2Afi tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI7 Nomor 990);

4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OLg tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,Bupati,dan trValikota
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor qO2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun
2OLg tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 6161;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Nornor 1373 Tahun
2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank
Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum I(abup,ten Sumbawa Barat Nomor-
210 Tahun 2A23 Tentang Tim Seleksi Bank Perumpung Dana Hibah
Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan umum Kabupa.ten sumbawa
BamU

7 . Berita Acara Nomor 322/KrJ.o7-B /5207 /2023 tentang Hasil Seleksi Bank
Penampung Hibah Pemjlihan Bupti dan wakil Bup'ti sumbawa Barat
Tahrin 2A24.
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIF{AN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

BARAT TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Menetapkan Bank NTB Syariah Cabang Taliwang sebagai Bank

Penampung Dana F{ibah Penyelenggaraan Femilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2A24 pada Komisi Pemi[han

Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Segala braya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran O76 Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 13 November 2O23

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

DENI{Y SAPUTRA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SUMBAWA BARA?
Hukum & SDM,

ttd

*
Anwar


